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MUKADIMAH

Arsitek sebagai warga negara yang sadar akan panggilan untuk memelihara pertumbuhan dan
perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia, senantiasa belajar dan mengahdikan
keahlian serta pengetahuannya melalui berbagai cara pendekatan, pem|k|r %
bijak, sesuai dengan hakikat kemanusiaan, demi tanggung jawab kepada Tuh a Esa,
umat manusia, bangsa, negara, dan profesi. @

Yakin akan arti dan peran arsitektur dalam menyejahtera i i dan rohani masyarakat,
Arsitek wajib mengamalkan kemampuan dan pen ebagai grang kepercayaan dan
penasihat ahli dengan semangat kerja sama, dan |k©§\%g sebaik-baiknya.
Dalam menjalankan fungsi dan pera n“% berh| \da satu organisasi profesi yang
bernama lkatan Arsitek Indone &

Anggota lkatan Ar |t ia ber h pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga organi enyadarl b enylmpangan atas Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata

Laku Profe
Arsitek.

ek akan mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat



(1)

(2)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum
Ikatan Arsitek Indonesia (IAl) adalah organisasi profesi satu-satunya wadah ﬁrsnek

Indonesia berhimpun;
Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek, yakni garaan

kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi per erancangan,
pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan g§l v n mgkungannya serta

terkait dengan kawasan dan kota;

Arsitektur adalah wujud hasil penerapan j uan, Iogl dan seni secara
utuh dalam menggubah ruang dan li maan ’ ian dari kebudayaan
dan peradaban manusia, yang I alda 9@ h konstruksi, dan kaidah
estetika serta mencak elama an kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan @

%%%asal 2

Nama
Nama org&sasi adalah IKATAN ARSITEK INDONESIA disingkat IAl, dengan terjemahan resmi

dalam bahasa Inggris adalah INDONESIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.

Pasal 3
Waktu

IAl didirikan pada tanggal 17 September 1959 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan.

Pasal 4
Sifat
IAl bersifat mandiri dan independen



Pasal 5
Kedudukan
IAlI Nasional mencakup wilayah Negara Indonesia dan berkedudukan di ibukota Negara
Republik Indonesia;
IAl Provinsi mencakup wilayah provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, kecuali

ditentukan lain; X]
IAl Wilayah Kabupaten/Kota mencakup wilayah kabupaten/kota atg ‘E% ungan
‘ ain;

ggabungan beberapa
uali ditentukan lain.

\O
IAl berasaskan P an UndaF\@ %gr 1945.

%@ an Atribut
IAl men%’i@%g dan atribut dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 8
Fungsi
IAl berfungsi sebagai :

Organisasi profesi yang mewakili Arsitek Indonesia di dalam dan di luar negeri;
Penggerak dan pelaksana semua upaya dalam mencapai tujuan;

Wadah pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar
anggota;

Wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan
internasional dalam upaya pengembangan profesi Arsitek dan arsitektur.



Pasal 9
Tujuan

Tujuan IAl adalah membina, meningkatkan, melindungi dan mengembangkan profesi Arsitek
dan kegiatan kearsitekturan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga

masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia,
sesuai hakikat kemanusiaan, dan demi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Ma @nat

manusia, bangsa, negara, serta profesi. §
Pasal 10 @

Upaya Mencapai Tujua
Untuk mencapai tujuan organisasi, IAl me% paya se bagal berikut:
Melakukan pembinaan anggota; @
-ELik Arsite " h Tata Laku Profesi Arsitek;
g)a sanaa ngan Keprofesian Berkelanjutan;

Menetapkan dan m ta
Melakukan ko %& gatur%% osi tentang kegiatan Praktik Arsitek;

Memberi mas ada @ nggi Arsitektur tentang Praktik Arsitek;
i an kepada Eg tah mengenal Ilngkup layanan Praktlk Arsitek;

Memberikan pelayanan terbaik kepada Pengguna Jasa Arsitek;
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dalam Praktik Arsitek;

10)Memberikan advokasi dan mediasi kepada anggota dalam Praktik Arsitek;
11)Memberi penghargaan kepada anggota, masyarakat dan institusi;
12)Mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah

Tata Laku Profesi Arsitek;

(13)Menyiapkan basis data anggota lkatan Arsitek Indonesia.
(14)Membentuk Dewan Arsitek Indonesia yang bersifat mandiri dan independen.



Pasal 11
Afiliasi Internasional
IAl memiliki jaringan internasional.

BAB II %b
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU §@%

Pasal 12

Kode Etik dan Kaidah Tata Lak
Dalam menjalankan profesinya anggota IAl terikat pa a@ Ar5|tek dan Kaidah Tata
Laku Profe

Wh al Arsntelh
Anggota It @ |krar jalankan Janji Arsitek.
w BAB 1l

KEANGGOTAAN
Pasal 14
Dasar Keanggotaan
Dasar keanggotaan IAl bersifat nasional, perorangan, aktif, dan khusus yang diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kategori Anggota
(1) Anggota Profesional;
(2) Anggota Biasa;
(3) Anggota Kehormatan.



Pasal 16
Hak Anggota
(1) Hak anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan;
(2) Penjelasan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

- @@%\h

Kewajiban Anggota
(1) Kewajiban anggota dibedakan sesuai dengan kategori

(2) Penjelasan kewajiban anggota diatur lebih Ian!@d

.G'@@\

ggaran Rumah Tangga.

el

(1) Men
(2) Me% rkan diri;

(3) Diberhentikan.

Pasal 19
Mitra 1Al
Mitra IAl adalah badan usaha/lembaga/perorangan yang bekerja sama dengan IAl untuk
mendapatkan manfaat bersama.

Pasal 20
Sanksi
(1) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan organisasi kepada anggota terkait
pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan terhadap
peraturan dan ketentuan organisasi;



2) s
d

anksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek
ikenakan oleh Pengurus Nasional IAl atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan

Nasional atau Provinsi;

3) s

anksi dikenakan oleh Pengurus Nasional IAl dengan penuh kehati-hatian dan

menjunjung tinggi keadilan, dengan mendengarkan keterangan semua pihak yang
terkait dengan pelanggaran yang dilakukan;

(4) K

Rumah Tangga.

a

@™ oo

()

sl N o NN o T o i <V}

(1) |A.| merﬁ%% (w@

etentuan dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih Ianju@@%&ggaran

@@@@@

0 @\
%%% \

i'berikut:

Kehormatan Nasional (MKN);
Pengurus Nasional IAl;
Majelis Kehormatan Provinsi (MKP);
Pengurus Provinsi IAl;
Pengurus Wilayah IAl;
. Pengurus Perwakilan IAl.

Al memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut:

Musyawarah Nasional (Munas);
Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
Rapat Majelis Organisasi;

Rapat Majelis Kehormatan Nasional ;
Sidang Kode Etik Nasional;

Rapat Pengurus Nasional IAl;



(3)

Musyawarah Provinsi (Musprov);
Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov);
Rapat Pengurus Provinsi A,

Rapat Majelis Kehormatan Provinsi;
Sidang Kode Etik Provinsi;
Musyawarah Wilayah (Muswil);

. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil); @%%b

~ T T o

Rapat Pengurus Wilayah IAl,

Musyawarah Perwakilan (Muswal); @
Rapat Kerja Perwakilan (Rakerwal); @

Rapat Pengurus Perwakilan IAl; @% \‘

Rapat Koordinasi;

Rapat Pimpinan; @ %

Rapat Anggota

Ketentuan e t yat %@ Ieblh lanjut dalam Anggaran Rumah
Pasal 22

an[g]|
Landasan Organisasi

IAl menjalankan organisasi berlandaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;

Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAl berpegang pada Kode Etik Arsitek dan
Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;

Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAl memiliki landasan organisasi secara
hirarki yaitu:

a. Anggaran Dasar;

b. Anggaran Rumah Tangga;

c. Ketetapan Musyawarah Nasional;

v 50T O3S 3



(1)

Peraturan Organisasi;

Keputusan Majelis Organisasi;
Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
Keputusan Pengurus Nasional IAl;
Ketetapan Musyawarah Provinsi;
Keputusan Pengurus Provinsi IAl;

j.  Ketetapan Musyawarah Wilayah; §@%%[

S 0o o

~

Keputusan Pengurus Wilayah IAl;
Ketetapan Musyawarah Perwakilan; @

. Keputusan Rapat Perwakilan; %@
Rekomendasi Rapat Koordinasi; %
Rekomendasi Rapat Pimpi @ @\
Rekomendasi Rapat A@ %

\
A g ﬁlﬁﬁ %@5@@4&%

ngurusan at Nasional, Provinsi, Wilayah, dan Perwakilan
de laksana organisasi sebagai berikut:

T o0 33

Dalam menjalankan fungsinya, Pengurus Nasional IAl bertugas dalam lingkup nasional
dan internasional, Pengurus Provinsi IAl bertugas dalam lingkup Provinsi, Pengurus
Wilayah 1Al dalam lingkup Kabupaten/Kota dan/atau beberapa Kabupaten/Kota,
Pengurus Perwakilan 1Al dalam lingkup negara atau penggabungan beberapa negara di
luar Indonesia;

Dalam menjalankan fungsi kerjasama antar lembaga di tingkat internasional, regional,
nasional, provinsi, dan wilayah, pengurus di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, dan
Perwakilan dapat melaksanakan tugasnya dalam lingkup masing-masing atau dapat
bekerjasama melalui koordinasi Pengurus Nasional 1Al;

10



(3)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku
Profesi Arsitek, Pengurus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Majelis
Kehormatan di tingkatan masing-masing;
Dalam menjalankan tugas dan fungsi keprofesian Arsitek, Pengurus Nasional 1Al bekerja
sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah serta Dewan Arsitek Indonesia.
Untuk menjalankan organisasi, Pengurus di setiap tingkatan membentuk S %IAI
Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan. @

Pembentukan IAl Provinsi @
IAl Provinsi dibentuk oleh Pengur%

erwakﬂx‘
i suat abila telah terdapat
sekurang-kurangnya 15 anggo

IAl Wilayah dibentuk 'p_ us Nasio J%é%ordmam dengan Pengurus Provinsi

Pasal 24

IAl di satu W|Ia %lb rapa t
IAl Perwakilan uk oIe Na5|onal di satu negara atau beberapa negara
1!3 ;elg%

apm rdapat sekura g-kurangnya 15 anggota IAl.

BAB V
KEUANGAN & ASET
Pasal 25
Keuangan
Dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi yang bersifat nirlaba, organisasi dapat
mengupayakan pembiayaan antara lain dari :
a. Uang Pangkal Anggota;
b. luran Anggota;
c. Hasil kegiatan organisasi;
d. Sumbangan dan pungutan lainya yang tidak mengikat.

11



(2)

(3)

IAl mengupayakan pendanaan organisasi secara mandiri sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak berbentuk layanan praktik arsitek;

Keuangan organisasi di tingkat Nasional dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh
kebendaharaan Pengurus Nasional IAl;

Keuangan organisasi di tingkat Provinsi dikelola dalam satu sistem akuntaanoleh

kebendaharaan Pengurus Provinsi IAl; x
Keuangan organisasi di tingkat Wilayah dikelola dalam satu sist @% si oleh
kebendaharaan Pengurus Wilayah 1Al Kabupaten/Kota;
Keuangan organisasi di tingkat Perwakilan dikelola da @@Stem akuntansi oleh
kebendaharaan Pengurus Perwakilan IAl; %

; @@ O\

5e

Pengelolaan dan pemanfa OST&@&U lebih lanjut dalam Anggaran

Rumah Tangga.

e v
%@ DE RSITEK INDONESIA

Pasal 27
Dewan Arsitek

(1) Sebagai Organisasi Profesi yang ditetapkan Undang Undang no. 6/2017 tentang
Arsitek, Al bertanggungjawab membentuk dewan, yang selanjutnya dinamakan
Dewan Arsitek Indonesia.;

(2) Dewan Arsitek Indonesia bersifat independen dan mandiri;

12



(1)
(2)

(3)

BAB VI

PEMBUBARAN
Pasal 28

Pembubaran Xk
Pembubaran IAl hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musy yang
diselenggarakan khusus untuk pembubaran organisasi;
Undangan Musyawarah Nasional untuk pembubara !u-x i“1Al harus dikirim
kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 a beIumnya
Musyawarah Nasional untuk pembubara haru enetapkan satu atau
lebih likuidator yang bertugas meI|k an or %

g&m
< @3 é%sa. 2

ahan Anggaran Dasar

(1) Ang an Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional yang

(2)

mengagendakan perubahan Anggaran Dasar;

Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Nasional |Al dan
diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan
1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.

13



BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 30
Anggaran Rumah Tangga
(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan penjelasan ketentuan Anggaran Dasar
ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian %ak
terpisahkan dari Anggaran Dasar ini; %
(2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan A ar;
(3) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan elalui Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasio yang diagendakan untuk
perubahan Anggaran Rumah Tangga;

(4) Rancangan perubahan Anggaran disusu n’Xhurus Nasional IAl dan
d||nforma5|kan kepada seluru eIaIU| rovm5|/W|Iayah/Perwakllan
1 (satu) bulan sebe n Mu S|onal (Munas) atau Rapat Kerja

Nasional (Rakern

‘
%@ %% BAB X

PENUTUP
Pasal 31
Pengesahan Anggaran Dasar
Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee
Nio. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga IAl telah mengalami perubahan beberapa kali
yaitu:

(1) Perubahan pertama, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di
Jakarta.

(2) Perubahan kedua, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV IAl tanggal 26 Juni
1987, di Jakarta.

14



(3) Perubahan ketiga, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) V IAl tanggal 16
September 1989, di Jakarta.

(4) Perubahan keempat, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI IAl tanggal 18
September 1993, di Semarang.

(5) Perubahan kelima, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Al tanggal 7
Desember 1996, di Nusa Dua, Bali.

(6) Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS
September 1999, di Bandung.

(7) Perubahan ketujuh, disahkan pada Musyawarah Na5| (MUNASSUS) IAl
tanggal 17 September 2015 di Medan.

(8) Perubahan kedelapan, disahkan pada Musy naI Khusus (MUNASSUS) 1Al

tanggal 25 Februari 2018 di Surabaya.

g&\
@ b@ %g
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BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

(1) SuratTanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk meIg@%ﬁk

Arsitek.
(2) Lisensiadalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda p awab Praktik
zinan lain.

Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangu
(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalagé emeliharaan kompetensi

Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek inambuyngan.

(4) Pengguna Jasa Arsitek adalah piha gunak@ Arsitek berdasarkan
perjanjian kerja.

(5) Pemerintah Pusat adalah Rres Republi yang memegang kekuasaan

pemerintahan nega P" m ntu oIeh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana di E& lam Un ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. %
(6) P *herah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

(7) Lingkup layanan Praktik Arsitek adalah Penyusunan studi awal Arsitektur, Perancangan
bangunan gedung dan lingkungannya, Pelestarian bangunan gedung dan
lingkungannya, Perancangan tata bangunan dan lingkungannya, Penyusunan dokumen
perencanaan teknis, dan/atau Pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.

(8) Magang adalah proses pembelajaran calon arsitek setelah menempuh jenjang
pendidikan tinggi arsitektur dalam waktu tertentu sebelum menempuh ujian
kompetensi di bawah bimbingan Arsitek;

(9) Majelis Organisasi adalah perangkat organisasi IAl yang independen di tingkat Nasional,
bertugas mengawasi dan mengarahkan Pengurus Nasional dalam menjalankan Garis
Besar Kebijakan Organisasi (GBKO).

17



(10)Majelis Kehormatan adalah perangkat organisasi IAl yang independen ditingkat
Nasional dan Provinsi, bertugas menerima, meneliti dan menyidik pengaduan
masyarakat dan anggota IAl mengenai anggota IAl yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi
kepada pengurus Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan.

(11)Dewan Arsitek Indonesia adalah perangkat penyelenggara keprofesian s[}i& di
Indonesia yang dibentuk oleh IAl melalui seleksi. %

(12)Pengurus IAl adalah penyelenggara organisasi di tingkat Nasi f@@n%wmyah,

dan Perwakilan, @@
Lamb o %$% @\‘

(1) Lambang organisasi IAl adalah @5
(2) Atribut organisasi IAl a lai upa:
a. Bendera IAI sar put%g Al d| tengah berwarna merah dan tulisan

IKATA I DONESIA
b. Hy
c. Mar l.

(3) Lambang dan Atribut IAl digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi.
(4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Lambang dan Atribut IAl penggunaannya diatur dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 3
Afiliasi Internasional

(1) IAl adalah anggota Union Internationale des Architectes/International Union of
Architects (UIA);

(2) IAl adalah anggota Architects Regional Council Asia (ARCASIA);

(3) IAl ikut berperan aktif dengan organisasi regional dan internasional lainnya.

18



BAB II
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 4
Pelaksanaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

(1) Anggota IAlI wajib menaati Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi %

(2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profe angani
oleh Majelis Kehormatan IAL.

Tata Laku Profesi Arsitek ditetapkan oleh Majelis Kehorma

(4) Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi ang 3 mrus Nasional.
(5) Mekanisme tata cara kerja, penga Iﬁ usan, naan sanksi maupun

rehabilitasi diatur lebih lanjut aturan @Nis hormatan IAL.
S e
« ® AN
@ % Pasal 5

% Dasar Keanggotaan

(1) Keanggotaan IAl ditetapkan oleh Pengurus Nasional IAl.

(2) Keanggotaan |Al bersifat Perseorangan, bukan badan, lembaga atau kelompok
orang.

(3) Keanggotaan IAl bersifat Aktif, terpanggil menjadi anggota atas kehendak sendiri
serta memenuhi kewajiban organisasi.

(4) Keanggotaan Al bersifat Khusus, untuk seseorang yang berjasa pada
pengembangan organisasi, profesi arsitek, dan arsitektur di Indonesia.
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Pasal 6
Kategori Keanggotaan

Anggota Profesional adalah anggota IAl yang memiliki Surat Tanda Registrasi
Arsitek.

Anggota Biasa adalah anggota IAl yang lulus pendidikan tinggi Arsitek ?ﬁdl
dalam maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui Pemeri K
Anggota Kehormatan adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pe r‘% asional Al
atas jasanya dalam pengembangan organisasi, profe@ dan arsitektur.

Pasal 7
Penenma@ \‘
Penerimaan Anggota Bias @
Calon anggota biasa w .. e uh| per sebagal berikut:
3 |

a. Persyaratg ean an ketentuan organisasi;
b. Pers F m|n|str %g%a cara penerimaan anggota, yang antara lain
% engajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis dengan mengisi
dan melengkapi formulir pendaftaran anggota yang diterbitkan organisasi,
ditujukan kepada Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan tempat pemohon
berdomisili.

i. Apabila di Provinsi/Wilayah atau kota tempat tinggal/domisili belum
terdapat kepengurusan IAl, calon anggota dapat mengajukan langsung
kepada kepengurusan IAl yang terdekat atau ke Pengurus Nasional.

ii. Apabila kemudian terbentuk kepengurusan IAl di Provinsi/Wilayah
domisili anggota, maka anggota tersebut, seperti dimaksud butir i, harus
didaftarkan menjadi anggota Provinsi/Wilayah tersebut.

2. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan :
i. Tanda bukti identitas diri disertai dengan pas photo.
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ii. Salinan sah ijazah atau dokumen bukti tanda lulus pendidikan tinggi
arsitektur atau yang setara.
iii. Melampirkan keterangan riwayat hidup dan pengalaman praktek profesi.
iv. Rekomendasi sekurang-kurangnya dari:
1) 1Al Provinsi/Wilayah/Perwakilan setempat yang menyatakan_calon
memenuhi persyaratan; b
2) 2 (dua) orang anggota IAl bersertifikat yang meng on dan
secara moral bertanggung jawab terhadap i ‘ on anggota.
Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan, aka Q permohonan calon
anggota untuk memutuskan diterim a% aknya calon anggota yang
bersangkutan dan melaporkan k us Nasi selambat-lambatnya
dalam waktu 15 (lima rJa %nerimaan dokumen
permohonan menjadl

Pengurus . mutusk
reko %&g us Pro @
harl

ah, selambatnya-lambatnya dalam waktu
tatus Anggo

gota Biasa mengajukan diri untuk menjadi Anggota Profesional dengan

I rimaan anggota berdasarkan

mengikuti persyaratan yang ditetapkan Dewan Arsitek Indonesia.

Anggota bersertifikat yang telah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun
dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota yang dibebaskan
dari kewajiban membayar iuran anggota dan tetap mempunyai hak anggota.

Pasal 8
Penetapan Anggota Kehormatan

Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Nasional
IAl atas usulan Pengurus Provinsi IAl dan/atau Pengurus Nasional IAI.

Penetapan Anggota Kehormatan dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau
Musyawarah Nasional.
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Pasal 9
Hak dan Kewajiban

(1) Setiap anggota mempunyai hak:

a. Mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, pembelaan dan turut serta
mengikuti segala kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas organisasi

b. Memperoleh tanda keanggotaan dan kompetensi sesuai d %on
keanggotaannya, sertifikat keahlian dan/atau sertifikat Iam etentuan
organisasi.

c. Membela diri dan memberikan keterangan at n dan atau sanksi
organisasi kepada Sidang Majelis Kehor ma n enggarakan khusus untuk
hal tersebut.

d. Menyampaikan pendapat prib |atan N&h dan rapat anggota

(2) Setiap Anggota Profesional d Blasa Jadl peserta dalam rapat

anggota atau musyaw ah Mmpun ra dan hak memilih Ketua IAl di

tingkat Nasional/Provi yah/ \@ setelah menyelesaikan pembayaran

iurannya pa ngber %
& @

Bagian Kesatu

(3) Setiap Anggota Profesional mempunyai hak :
a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan, pembelaan, perlindungan dan mengikuti

®m+0 o0 T

segala kegiatan organisasi.

Memperoleh tanda keanggotaan dan sertifikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
Menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota.
Memberikan keterangan dan membela diri dalam Sidang Majelis Kehormatan IAl.
Memilih dan dipilih dalam kepengurusan IAl di tingkat Nasional.

Dipilih menjadi Ketua IAl;

. Mendapatkan rekomendasi dalam memperoleh Lisensi.

(4) Setlap Anggota Biasa mempunyai hak untuk :
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(5)

(8)

Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan mengikuti segala kegiatan organisasi.
Memperoleh tanda keanggotaan.

Mengikuti kegiatan musyawarah dan rapat anggota.

Memilih dan dipilih dalam kepengurusan IAlI Nasional/Provinsi/Wilayah.

Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak :

a. Memperoleh tanda kehormatan dari Pengurus Nasional IAl.

b. Memperoleh undangan musyawarah. §@%%[

oo oo

Anggota Profesional mempunyai ke \
Mematuhi Kode Etik Arsiteigg . a NPra Arsitek.
Mematuhi AnggaramDa nggar angga IAl.
Membayar uang akdan iu r@ sesuai ketentuan organisasi.
%} Kepr i elanjutan.
kegiatan profesiiya sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengikut %%%
al
Ukan pemutakhiran data diri ke pengurus IAl.

Mencantumkan inisial IAl di belakang namanya.

Menjaga nama baik IAl

Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk :

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAl.

e

b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
c. Melakukan pemutakhiran data diri ke pengurus IAI.

d. menjaga nama baik IAl

Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik IAI.
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Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan

(1) Meninggal dunia
a. Surat keterangan meninggal dunia dari yang berwenang.

b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir. [>
(2) Mengundurkan diri %

a. Permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara teréiﬁ%%ﬁ rai kepada

Pengurus Nasional dan tembusan kepada Pengurus
b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
(3) Diberhentikan

a. Berdasarkan keputusan dari M gﬁ@%tan k@‘langgaran Kode Etik

dan Kaidah Tata Laku Ar5|t @%

b. Berdasarkan keputusa NaS|o @&1 elalaian memenuhi kewajiban
anggota.

c. Tata ca entlan % m Peraturan Organisasi.

@ Pasal 11
% Mitra IAI

(1) Pihak yang dapat menjadi Mitra IAl terdiri dari, dan tidak terbatas pada:
a. Badan/Lembaga Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah;
b. Lembaga Pendidikan;
c. Lembaga Kemahasiswaan Arsitektur;
d. Badan Usaha;
e. Perseorangan
(2) Kerjasama dengan IAl diatur dalam nota kesepahaman dan surat perjanjian.
(3) Pemilihan Mitra IAl memperhatikan kepatutan profesi.
(4) Mitra 1Al berkewajiban membayar iuran berdasarkan ketetapan IAl
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(5)

(1)

(4)

Mitra 1Al berhak atas informasi teratur periodik tentang perkembangan profesi
arsitek, arsitektur Indonesia dan IAl sebagai Organisasi Profesi.

Pasal 12
Sanksi

Ketentuan tentang sanksi: %%b
a. Sanksi Ringan: @
1) Lalai membayar iuran @

2) Lalai memutakhirkan data diri @
3) Keputusan Majelis Kehormatan @
b. Sanksi Sedang: @% \‘

1) Lalai membayar iuran
2) Keputusan Majelis e‘
c. Sanksi Berat: %
1) Lalai nb
2) K u %ajells }%%
ksi ringan berupa surat peringatan;
b. Sanksi sedang berupa skorsing;

c. Sanksi berat berupa pemberhentian keanggotaan.
Sanksi yang berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan dilaporkan kepada Dewan

Arsitek Indonesia.
Ketentuan mengenai sanksi kelalaian membayar iuran selanjutnya diatur dalam

peraturan organisasi.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

BAB IV
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 13
Majelis Organisasi
Majelis Organisasi hanya berkedudukan di tingkat Nasional.

Masa jabatan Maijelis Organisasi adalah 3 tahun bersamaan dengan masa j %a@
Pengurus Nasional. %%
Tugas Majelis Organisasi: @
a. Mengawasi pelaksanaan Garis Besar Kebijakan Orga @
b. Memberikan pertimbangan serta rekomengdas ‘;
¢. Mengevaluasi kinerja Pengurus Nasi ﬂgb

kin

adaPengurus Nasional IAl;
d. Memberikan rekomendasi un

v kan er @\!Nasmnal IAl;
Majelis Organisasi IAl berangg ub-p

san darci r rovinsi yang dipilih melalui
Musyawarah Provinsi dan ditetapkan di

M n%
Persyaratan an g@li \B
a. Angg a%nal;
o

’

Organi %
ani dan roha%%
Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl;
Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi
Arsitek;
Pernah menjadi Pengurus IAl;
g. Susunan Majelis Organisasi terdiri dari:
- Seorang Ketua merangkap anggota.
- Seorang Sekretaris merangkap anggota.
- Anggota.
h. Keputusan Majelis didasarkan atas:
- Musyawarah untuk mufakat.
- Kolektif kolegial.

b.
C. %& dalam status tersangka atau terpidana;
d
e

26



Pasal 14
Majelis Kehormatan Nasional

(1) Majelis Kehormatan Nasional berkedudukan di tingkat Nasional.
(2) Masa jabatan Majelis Kehormatan Nasional adalah 3 tahun bersamaan dengan masa
jabatan Pengurus Nasional.
(3) Tugas Majelis Kehormatan Nasional:
a. Menjamin Kode Etik Arsitek dan Tata Laku Profesi Arsitek dlj an praktek
profesi Arsitek anggota IAl;

b. Memeriksa indikasi pelanggaran Kode Etik Ar ﬁ%‘aldah Tata Laku Profesi
Arsitek oleh Anggota.

c. Menyampaikan keputusan meIaIu 5|onal

(4) Majelis Kehormatan Nasional b blla % ang dlusulkan dan dipilih
pada Rakernas serta dltetapk unas

(5) Persyaratan anggota Maje s rmat

a. Anggota Pﬁ‘ P‘
. Sehat j ani

dan rohan%
lam status tersangka atau terpidana;
Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl,
Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi
Arsitek;
f. Pernah menjadi Pengurus IAl;
(6) Susunan Majelis Kehormatan Nasional terdiri dari:
a. Seorang Ketua merangkap anggota.
b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
c. Anggota.
(7) Keputusan Majelis Kehormatan Nasional didasarkan atas:
a. Musyawarah untuk mufakat.
b. Kolektif kolegial.

m o o0 T
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Pasal 15
Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan

(0) Anggota Pengurus IAl di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan harus

(2)
(3)

(4)

(5)

memenuhi persyaratan :

a. Anggota Profesional dan Anggota Biasa; [>
Sehat jasmani dan rohani; %%

Tidak dalam status tersangka atau terpidana; @@

Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl,

Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi K tek dan Kaidah Tata Laku

Profesi Arsitek;
f.  Memiliki waktu dan dedikasi unt esar ‘nsam
s adalah3tahun

Masa jabatan Pengurus Nasiong i ayah
Ketua Pengurus Nasional/' |Iayah/ \J yang dipilih anggota melalui

Munas/Musprov/M per ke @ keadaan khusus ketua Pengurus
Wilayah dltu@I enguru as persetujuan Pengurus Nasional.

Perio jabat Ketua P Na5|onaI/PrOV|n5|/W|Iayah/Perwak|Ian dibatasi
ma% 2 (dua) kali berturut-turut.

Ketuad Umum Pengurus Nasional IAl harus memenuhi persyaratan:

a. Anggota Profesional;

m o0 T

Pro

Sehat jasmani dan rohani;

Tidak dalam status tersangka atau terpidana;

Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl;

Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku
Profesi Arsitek;

Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.

g. Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat Nasional dan/atau Ketua Pengurus di
tingkat Provinsi sekurang-kurangnya selama satu masa kepengurusan.

™o 0T

bl
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h. Tidak menjadi Pengurus Organisasi lain yang berpotensi menimbulkan konflik
kepentingan.
(6) Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah harus memenuhi persyaratan:
a. Anggota Profesional;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana; %b

d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl; %

e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsj ah Tata Laku
Profesi Arsitek;

f.  Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut “o!%)k. A organisasi.

NS

g. Pernah menjabat sebagai at Prqv /Wllayah sekurang-
kurangnya selama satu masa c\

iy _ QO
@;. asi \g notensi menimbulkan konflik
kepentmgan %%\
(7) Anggota Pen @ adal‘@g} yang dipilih, diangkat dan dibuat
uaTe

Keputusa
(8) a@us NaS|onaI/ |/W|Iayah periode sebelumnya, secara otomatis
me% etua Kehormatan dan bagian dari Kepengurusan di periode berikutnya.
(9) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah setelah terpilih wajib menjadi Penatar Kode
Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek sesuai dengan Peraturan Organisasi.
(10)Pengurus Nasional IAl terdiri dari sekurang-kurangnya:
a. Seorang Ketua Umum;
Satu atau lebih Wakil Ketua;
Seorang Sekretaris Jenderal;
Satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
Seorang Bendahara Umum;
Satu atau lebih Wakil Bendahara Umum;
g. Badan-badan sesuai kebutuhan.
(11)Pengurus Provinsi Al terdiri dari sekurang-kurangnya:

Pengu

h. Tidak menjadi Pengur

o oo o
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e.

Seorang Ketua;

Satu atau lebih Wakil Ketua;
Seorang Sekretaris;

Seorang Bendahara;
Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(12)Pengurus Wilayah 1Al terdiri dari sekurang -kurangnya:

a.
b.
C.

d.

a

b.
C.
d

SN @@%%b

Seorang Sekretaris; @
Seorang Bendahara; @

Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(13)Pengurus Perwakilan IAl terdiri dari sekur ya ‘
. Seorang Ketua; @\

Seorang Sekretaris;
Seorang Benda

ar;
Bldang @kk butuf“
asal
Serah Terima

Kepengurusan lama melaksanakan serah terima kepengurusan kepada Pengurus
baru sekurang-kurangnya meliputi keuangan, inventaris, dan kegiatan organisasi.
Sejak disahkannya kepengurusan baru maka Pengurus lama tidak berwenang
mengeluarkan kebijakan dan keputusan organisasi.

Serah terima dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
terpilihnya ketua Formatur.

Pasal 17
Pergantian Pengurus

(1) Pergantian pengurus adalah hak prerogatif ketua/formatur.
(2) Pengurus diganti karena:
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Tidak dapat bekerja sama.
Meninggal dunia.
Mengundurkan diri.
Tidak aktif.

®m o o T o

Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.

f. Terbukti melakukan tindak pidana dan berkekuatan hukum tetap. %%
(3) Tata cara pergantian pengurus diatur selanjutnya dalam Peraturan %

Pasal 18 @

Pengurus Transisi

Apabila pemilihan formatur dalam Mun %9 uswn/ er tidak mencapai
mufakat dan menemui jalan buntu /belu etua formatur, maka

hasil persidangan pleno sudah kan tetap sah dan
Munas/Musprov/Muswil/? us u unjuk s ran5|5|dar| unsur-unsur sbb;

(1) Pengurus Tr asional terdi satu) orang Perwakilan dari pimpinan sidang,
1 (sa Ketua Pro % i ayah/Perwakllan 1 (satu) orang wakil dari Panitia
Panllh) dan 2 (dua) orang wakil dari majelis arsitek yang dipilih dan

d|t an melalui sidang munas.

(2) Pengurus Transisi Provinsi/Wilayah/Perwakilan terdiri dari: 1 (satu) orang Perwakilan
dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari anggota Daerah/Cabang/Perwakilan, 1 (satu)
orang wakil panitia pemilihan (panlih) yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang
Musprov/Muswil/Musper.

(3) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan memilih 1 (satu) orang Ketua
merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang
anggota.

(4) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan memiliki tugas untuk
melaksanakan Munas/Musprov/Muswil/Musper selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak tanggal ditetapkan.
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Pasal 19
Majelis Kehormatan Provinsi

(1) Majelis Kehormatan Provinsi berkedudukan di tingkat Provinsi.
(2) Masa jabatan Majelis Kehormatan Provinsi adalah 3 tahun bersamaan dengan masa
jabatan Pengurus Provinsi.

(3) Tugas Majelis Kehormatan Provinsi: %:
a. Menjamin Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Arsitek dijadi an
praktek profesi anggota IAl,
b. Memeriksa indikasi pelanggaran Kode Etik da ?@@ta Laku Arsitek oleh
Anggota. x
rovinsi \

c. Menyampaikan keputusan melaluiPe
(4) Majelis Kehormatan Provinsi k c;‘ minimal \(t@ gota dan berjumlah gasal
an di M

yang diusulkan, dipilih da o g p@
(5) Persyaratan anggo jehor t@ vinsi:
a. AnggotaPr nal; I@
b. L 3 i dan roh%%
c% dak dalam status tersangka atau terpidana;
d. “Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAl;
e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku
Profesi Arsitek;
(6) Susunan Majelis Kehormatan Provinsi terdiri dari:
a. Seorang Ketua merangkap anggota.
b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
c. Anggota.
(7) Keputusan Majelis Kehormatan Provinsi didasarkan atas prinsip:
a. Musyawarah untuk mufakat.
b. Kolektif-kolegial.
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(1)

Pasal 20

Badan dan Bidang
Badan dan Bidang yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dibentuk oleh Pengurus
Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan berdasarkan persetujuan rapat kerja Pengurus
Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dan bertanggungjawab pada Pengurus yang
membentuknya.
Badan di tingkat nasional dan Bidang di tingkat Provm5|/W' kilan
merupakan perangkat operasional Pengurus Nasional/Provipsi
dan berfungsi sebagai koordinator dan pengarah pel

bidang sejenis di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwaki ti:
a. Keprofesian
berwenang dan bertugas mel istem pra %eprofesian, program

garaan kegiatan untuk

pembinaan, pengembang an dan p :
pengembangan prTe@ erta m@@ rilkeh rekomendasi dalam proses

sertifikasi. %
b. Pendidik \>
%pera u rasional yang berwenang dan bertugas
nakan S|ste |d|kan tinggi profesional arsitek.

ngabdlan Profesi

merupakan perangkat operasional yang berwenang dan bertugas
mengkoordinir kegiatan pengabdian dan/atau advokasi tentang pelayanan jasa
arsitek kepada perorangan maupun kelompok masyarakat umum.

d. Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur
merupakan perangkat organisasi yang menangani kegiatan Penghargaan IAl
atas karya arsitektur terbaik perorangan atau lembaga yang berjasa dalam
dunia arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara arsitektur.

e. Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur
merupakan perangkat organisasi yang mengkaji dan melakukan penelitian
arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian bangunan/kota/kawasan
bersejarah.

f. Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional
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(1) Penyelenggaraan Munas dan Musprov/Muswil/
Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pen

Organisasi;

merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hubungan antar
institusi/lembaga Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan
Hubungan Internasional.

Mediasi dan Advokasi

merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hukum dan masalah
hubungan kerja anggota.

Pasal 21 @%%[
Musyawarah @

g dimaksud dalam

D)
opatrP fovinsi/Wilayah/Perwakilan

gur a
dengan membentuk Panitia menglkut @yang berl\l%ian sesuai Peraturan

dalam 3t

\ 2

lam 1 de masa bakti kepengurusan;

(2) Musyawarah Nasional (Muna @ ?L
a. Munas adalah f%& hﬁ ggi Ikat ndone5|a yang diadakan satu kali

NouswnN

b. Peserta 8\% aIahA@ lyangaktlf
C. t..mas adalah:

Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);

Menetapkan anggota Majelis Organisasi;

Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Nasional;

Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Umum Pengurus Nasional;

Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
Menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan
keorganisasian dan keprofesian.

Kuorum adalah 2/3 dari perwakilan seluruh 1Al Provinsi/Perwakilan;
Keputusan yang diambil dalam Munas didasarkan atas prinsip Musyawarah untuk
mufakat;

f. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara;
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(3) Musyawarah Provinsi/Wilayah/Perwakilan (Musprov/Muswil/Musper)

a.

f

a.

Musprov/Muswil/Musper adalah forum tertinggi Ikatan Arsitek Indonesia di
Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang diadakan satu kali dalam 3 tahun atau dalam 1
(satu) periode masa bakti kepengurusan;

Peserta Musprov/Muswil/Musper adalah Anggota IAl yang aktif;

Lingkup Musprov/Muswil/Musper adalah:

1. Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Provinsi untuk %@xy

2. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua/Formatur Pen
Provinsi/Wilayah/Perwakilan;

3. Menerima atau menolak Laporan pertang n Pengurus Provinsi.

Kuorum adalah 2/3 dari anggota IAl di |n5|/W| ah/Perwakllan

Keputusan yang diambil dalam uswﬂ/M@ asarkan atas prinsip

e.
Musyawarah untuk mufa \
. Dalam hal tidak tercap akata r‘%l% dakan pemungutan suara;
(4) Musyawarah Nas@s s Muna

Disele tuk %% n masalah yang sangat penting, mendesak
r biasa ya% dapat ditunda sampai penyelenggaraan Munas

b. Munassus dladakan berdasarkan salah satu dari alasan berikut:

(1)

1. Keputusan Munas;

2. Permintaan Pengurus Nasional atas persetujuan 1/3 dari jumlah Kepengurusan
Provinsi/Perwakilan;

3. Permintaan Pengurus Provinsi/Perwakilan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
Kepengurusan Provinsi/Perwakilan;

Pasal 22
Rapat dan Sidang

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
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(2)

a. Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Al sekurang kurangnya 1 (satu)

tahun sekali, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan
organisasi.

. Rakernas diikuti oleh Pengurus Nasional IAl, Majelis Organisasi, Majelis

Kehormatan, Ketua Pengurus Provinsi IAl, dan Ketua Pengurus PerwakiIEn 1Al,

diselenggarakan untuk: X

1. Menyusun program kerja tahunan organisasi sebagai penj % besar
kebijakan organisasi untuk dilaksanakan di tingkat N@ insi, Wilayah
dan Perwakilan;

2. Mengevaluasi pelaksanaan progra unan organisasi yang
dilaksanakan Pengurus Nasional% i yah da&rwakilan;

3. Menetapkan perubahan A h Tan

4. Menetapkan kebijakan si, berkai \ an program kerja organisasi

dan pelaksanaannya %
5. Memut s' keua%@ isasi untuk Pengurus Nasional, Provinsi,

Wi _' derwakj

fovinsi;
. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan Nasional, untuk
ditetapkan di Munas;
8. Mengusulkan nama-nama calon Anggota Kehormatan;
9. Mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan IAl yang akan disahkan
pada Munas.

% jakan nama-namd calon anggota Majelis Organisasi oleh Pengurus
7

c. Dalam Rakernas hak suara dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut:

1. Pengurus Nasional 1 (satu) suara.
2. Majelis Kehormatan 1 (satu) suara.
3. Pengurus Provinsi dan Perwakilan masing-masing 1 (satu) suara.

Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov)
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a. Rakerprov, diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi IAl, dengan mengikuti tata
tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.

b. Rakerprov diikuti oleh Pengurus Provinsi IAl, Majelis Kehormatan Provinsi, dan
Ketua Pengurus Wilayah IAl, diselenggarakan untuk:

1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kehijakan

organisasi, ketetapan Munas dan ketetapan Musprov dalam lin l%%%ng

jawab Provinsi yang bersangkutan;
2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja \
lingkup tanggung

dilaksanakan Provinsi maupun Wilayah-Wilaya datz
jawab Provinsi yang bersangkutan; %
3. Peserta Rakerprov adalah Pengur insiMAl dan i%iri Ketua Wilayah IAl
dalam lingkup Provinsi yan @ln n. @\
(3) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwg @ \ %
a. Rakerwil diselen ar&h Per@ah IAl, dengan mengikuti tata
tertib yang jbe dan sesuaj dn organisasi
b. Rak \@ioleh P %%ayah IAl diselenggarakan untuk:
@usun prograrr%e a tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan
% organisasi, ketetapan Munas, ketetapan Musprov dan Muswil dalam lingkup
tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan yang
dilaksanakan di dalam lingkup tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
3. Peserta Rakerwil adalah Pengurus Wilayah dan dihadiri Ketua Wilayah dalam
lingkup Wilayah yang bersangkutan.
(4) Rapat Kerja Perwakilan (Rakerwa)
a. Rakerwa diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan IAl, dengan mengikuti tata

tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
b. Rakerwa diikuti oleh Pengurus Perwakilan, diselenggarakan untuk:

unan yang
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1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan
organisasi, ketetapan Munas dan ketetapan Musper dalam lingkup tanggung
jawab Perwakilan yang bersangkutan;

2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan dalam lingkup
tanggung jawab Perwakilan yang bersangkutan;

3. Peserta Rakerwa adalah Pengurus Perwakilan. [>

(5) Rapat Majelis Organisasi

a.

Rapat Majelis Organisasi diselenggarkan sekurang-kuran kaI| dalam 1
(satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang n sesuai ketentuan
organisasi

Majelis Organisasi dapat memanggll 5|onal engurus Provinsi IAl,
Pengurus Wilayah IAl, Per untuk membahas
perkembangan jaIannya

Pengambilan ke a s OrganlsaS| dilakukan secara

musyawar akat
(6) Rapat Majgeli f“atan

is Kehorm i%’f’asmnal diselenggarkan sekurang-kurangnya 1 (satu)
alam 1 (satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai
ketentuan organisasi.

Rapat Majelis Kehormatan Nasional diantaranya membahas perkembangan
penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dalam praktik
anggota.

Pengambilan keputusan pada Rapat Majelis Kehormatan Nasional dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat.

(7) Rapat Majelis Kehormatan Provinsi

a.

Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diselenggarkan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai
ketentuan organisasi.
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b. Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diantaranya membahas perkembangan
penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dalam praktik
anggota dengan mengacu kepada ketentuan Majelis Kehormatan Nasional.

c. Pengambilan keputusan pada Rapat Majelis Kehormatan Provinsi dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat.

(8) Sidang Kode Etik Nasional x
a. Sidang Kode Etik Nasional diselenggarkan untuk membahas d ggaran
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Ar5|tek oI w

b. Sidang Kode Etik Nasional dapat mengundang pi n ang terkalt dugaan
pelanggaran dimaksud.
ik N

c. Pengambilan keputusan pada Sid I dilakukan secara
musyawarah untuk mufak %& musy -. dapat mencapai
kesepakatan, maka d|| mungu@\su dlantara anggota Majelis
Kehormatan Nasi

d. Majells aS|on ® enyelenggarakan sidang banding atas
perm elis K V|n5| dan/atau Anggota IAl.

(9) Sid Provm5|

ng Kode Etik Provinsi dlselenggarkan untuk membahas dugaan pelanggaran
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota IAI.

b. Sidang Kode Etik Provinsi dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan
pelanggaran dimaksud.

c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Provinsi dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawah tidak dapat mencapai
kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Majelis
Kehormatan Provinsi.

(10) Rapat Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan

a. Dalam menjalankan tugas, Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan
berkewajiban menyelenggarakan Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk:
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1. Mengkoordinasikan seluruh perangkat kepengurusan di tingkat masing-
masing untuk pelaksanaan program organisasi;
2. Melaksanakan fungsi organisasi khususnya sebagai wadah komunikasi dan
koordinasi, baik antar anggota maupun antar pengurus.
b. Rapat Pengurus terdiri dari :

1. Rapat Pengurus Harian, yang sedikitnya dihadiri oleh Ketua /@Ja,
Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara, untuk meIa aS| dan
koordinasi fungsi tugas Pengurus.

2. Rapat Pengurus Pleno, dihadiri oleh semu rus yang merupakan
forum untuk pengambilan keputusan

3. Rapat Badan/Bidang, kepanitia am yan @‘entuk oleh Pengurus
Nasional/Provinsi/Wilaya dlse % tersendiri untuk
melaksanakan tugas jadi tan gj an

(11) Rapat Koordinasi @

a. Rapat Koo ‘V“: r) a %% ng dihadiri lembaga kepengurusan di

engikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai

tingk Provin
@ organisasi. %
b. or di tingkat Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAl atas inisiatif

Pengurus Nasional IAl/Majelis Organisasi/Majelis Kehormatan Nasional.

c. Rakor di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Al atas inisiatif
Pengurus Provinsi IAl/Pengurus Wilayah 1Al/Majelis Kehormatan Provinsi.

d. Rakor dapat dilakukan antar Pengurus Provinsi IAl atau antar Pengurus Wilayah Al
yang dihadiri oleh Pengurus Nasional IAl.
Rakor diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.

f. Pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi dilakukan secara musyawarah.

(12) Rapat Pimpinan
a. Rapat Pimpinan (Rapim) diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAl, dengan
mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
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b. Rapat Pimpinan (Rapim) dihadiri oleh Pengurus Nasional, Ketua IAl
Provinsi/Wilayah/Perwakilan, dan undangan yang ditetapkan Pengurus Nasional
1AL

c. Rapim diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.

d. Rapim menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan pada mekanisme
pengambilan keputusan. %

(13) Rapat Anggota IAl Provinsi/Wilayah/Perwakilan

a. Rapat anggota diselenggarakan untuk menjalin komunikasipaan rd|na5| antar

anggota dan Pengurus di tingkat Provinsi/WiIay '
ng\-tertuang daIam ketetapan

membahas pelaksanaan kebijakan orga s ang
organisasi yang berkaitan dengan
mengikuti tata tertib yang b uai k anisasi.

n kepe an anggota, dengan
b. Rapat Anggota da garaka as rakarsa pengurus tingkat
Provm5|/W|Iaya

c. RapatA e ggara an kebutuhan organisasi.
e. Rap t%meng%% menda5| untuk ditetapkan pada mekanisme
i a

an keputus

Pasal 23
Kuorum

(1) Musyawarah dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak
hadir.

(2) Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap sepuluh menit
dengan jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali.

(3) Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka
musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah
sah.
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Pasal 24
Pemilihan Pengurus

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan
(1) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dipilih melalui p i r{%ua
dalam Munas/Musprov/Muswil/Musper yang sekaligus sebagai_F ngurus

Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang baru.
(2) Panitia Pemilihan Nasional dibentuk berdasarkan Su

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
(3) Panitia Pemilihan Provm5|/W|Iayah/Per kan Surat Keputusan

Pengurus Provm5|/W|Iayah/Perwa at- Iamt% @ ) bulan sebelum

pelaksanaan Musprov/Mus |
(4) Proses Pemilihan K guru
a. Tahap Pertd *n @
Ter %}ses P%@ an Proses Pencalonan yang dilakukan oleh

nggota yang dinir oleh Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan.

Proses Penjaringan;

- Panitia pemilih meminta kepada seluruh anggota melalui Pengurus
Provinsi/Wilayah/Perwakilan untuk menyampaikan bakal calon
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.

- Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria
tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi
persyaratan.

- Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada
tahap pencalonan.

2. Proses Pencalonan;

i Pengurus Nasional

- Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang
berhak memilih melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
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- Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara
terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.

- Apabila bakal calon/calon ketua sama atau kurang dari 3 (tiga) orang,
maka bakal calon ketua tersebut ditetapkan menjadi calon ketua untuk
dipilih pada tahap pemilihan.

b. Tahap Kedua %%b

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan di Munas

1.

Panlih mengirim nama-nama calon kepada seIur@ yang berhak
memilih melalui Pengurus Provinsi /Perwak

Utusan Provinsi/Perwakilan menya p@ uaranya untuk memilih
Ketua Umum.

Suara terbanyak otom Ketu ngurus Nasional Al
sekaligus sebagai F rsama ormatan

Apabila ha t Seor; Ketua maka secara aklamasi
dltea @x lKet @

(4) Proses pe

Da »@&emlhhan ini t%% t 2 (dua) opsi cara memilih:

em Perwakilan

Setiap utusan Provinsi merupakan peserta Munas yang mempunyai 1 (satu)
hak suara. Utusan Provinsi yang dimaksud terdiri dari 3 orang unsur pengurus
Provinsi (Ketua/Sekretaris/Bendahara), ditambah 1 (satu) orang untuk setiap
kelipatan 50 Anggota;

2. Setiap kelebihan di atas atau sama dengan 25 Anggota mendapatkan hak 1
(satu) suara;
3. Setiap kelebihan di bawah 25 Anggota tidak mendapatkan hak suara;
b. Sistem e-Vote
1. Sistem pemilihan ini membutuhkan sistem database dan teknologi yang
dapat diandalkan;
2. Setiap Anggota yang memenuhi syarat mempunyai 1 (satu) hak suara;
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(5) Proses Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi:
a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh
anggota IAl di Provinsi bersangkutan:
1. Proses Penjaringan;

a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyam &%r{%kal

calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh %\
b. Dari nama-nama yang masuk, panlih mensele
tersebut dan meminta surat kesediaan bg 3

persyaratan.
c. Bakal calon yang bersedia @E& untuk I&%adl bakal calon pada

tahap pencalonan
2. Proses Pencalonan;

a. Panlih g|ﬁ5 a nam %*ﬁ\on kepada seluruh anggota yang

ngan kriteria
Zalon yang memenuhi

b, % enet 0 ng banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara
rbanyak ya d|p|||h oleh semua anggota sebagai calon ketua.
Apablla hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon ketua, maka
bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi Ketua.
b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Musprov :
1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak
memilih;
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Musprov untuk menghasilkan :
a. 3 (tiga) calon ketua yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh
anggota yang berhak memilih.
b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus
Provinsi.
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c. Kepengurusan tingkat Provinsi yang telah disusun diumumkan kepada
anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Musprov diselenggarakan.

Susunan Pengurus Provinsi disahkan oleh Pengurus Nasional.
Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan
tersebut diatas, apabila proses Musprov dan proses pem|I|h %

ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangg Jutnya
Pengurus Nasional dapat mengulang peﬂ@ n Musprov

tersebut.
(6) Pengurus Wilayah : @

a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringa encal @\llakukan oleh
seluruh anggota IAl di W| angkut %
. Proses Penjar ga %
@m a ke %&b anggota untuk menyampaikan bakal
rdasa

a yang telah ditetapkan oleh organisasi.
ar| nama- na ng masuk panlih menseleksi sesuai dengan kriteria
tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi
persyaratan.

c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada
tahap pencalonan.
2. Proses Pencalonan;
a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang
berhak memilih.
b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara
terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon maka bakal
calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.
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b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Muswil :
1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak
memilih.
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Muswil untuk menghasilkan :
a. 3 (tiga) calon formatur yang telah ditetapkan selanjutn %@eh
seluruh anggota yang berhak memilih. a%
b. Calon yang memperoleh suara terbanyak Ua Pengurus
Wilayah.

c. Kepengurusan Wilayah yang telag ;: mumkan kepada anggota

nal, pal\ ambat 1 (satu) bulan

Susunan Pengurgds ayah disah \‘ ngurus Nasional.
Penguru F‘ F %L% olak pengesahan kepengurusan
t rse a |)% uswil dan proses pemilihan melanggar
an An % ar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya
engurus Na5| apat mengulang penyelenggaraan Muswil tersebut.
(7) Per% usPerwakilan :

a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh
anggota IAl di Perwakilan bersangkutan.
1. Proses Penjaringan;

a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal
calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria
tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi
persyaratan.

c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada
tahap pencalonan.
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b.

2. Proses Pencalonan;
a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang
berhak memilih.
b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara
terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon, mak %@
tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.
Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pa
1. Peserta pada proses pemilihan ini diik | h anggota yang berhak
memilih.
2. Proses pemilihan yang dila <=' Musp @ nghasﬂkan
3 (tiga) calon ketGa 5 ah d|t anJutnya dipilih oleh seluruh

anggota P‘ ak memil %
@ emp*@ terbanyak menjadi Ketua Pengurus

an
@(epengurusan%& akilan yang telah disusun diumumkan kepada
% anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Musper diselenggarakan.
Susunan Pengurus Perwakilan disahkan oleh Pengurus Nasional.

Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan
tersebut di atas, apabila proses Muswil dan proses pemilihan melanggar
ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya
Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Musper tersebut.
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(1)

Bagian Kedua
Pemilih
(8) Pemilih adalah anggota yang pada saat pemilihan berlangsung tidak kehilangan
hak pilihnya.
(9) Anggota yang berhak memilih adalah hanya Anggota Profesional dan Agta

Biasa. %%
Pasal 25 @@
Kesekretariatan @@

Kesekretariatan merupakan perangkat epengurusan di tingkat
Na5|onaI/Provm5|/W|Iayah/Perwakllan %
Tugas Kesekretariatan mengelol \

Fungsi Kesekretariatan m Ia ebljak
Kewenangan Kesekr aencak % organisasi.

Penanggung j tarla t Nasional adalah Sekretaris Jenderal dan
di tingka é@ |Iayah%@ dalah Sekretaris.
3 k. ar

Ugas Kesekret di tingkat NaS|onaI adalah D|rektur Eksekutif dan di
Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang Kesekretarlatan diatur dalam
Peraturan Organisasi.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 26
Kebendaharaan

Kebendaharaan merupakan perangkat pendukung Kepengurusan di tingkat
Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan.

(2) Tugas Kebendaharaan mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan.
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(3) Fungsi Kebendaharaan melaksanakan kebijakan keuangan organisasi.

(4) Kewenangan Kebendaharaan mencakup tata kelola keuangan organisasi.

(5) Penanggung jawab Kebendaharaan di tingkat Nasional adalah Bendahara Umum dan di
tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah Bendahara.

(6) Pelaksana tugas Kebendaharaan di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan
adalah Bagian Keuangan.

(7) Ketentuan tentangtugas, fungsi dan wewenang Kebendaharaan diat§§@%§aturan

Organisasi. @
Pasal 27 @@
Uang Pangkal (@@
(1) Uang pangkal anggota dihimpun o%‘@ rovin Xh erwakilan atas nama
aan an

Pengurus Nasional bersam roses p R'\m ggota baru.
(2) Uang pangkal merupaka \dapatan Eu% organisasi yang digunakan bagi

Per nisasi.

(4) Iur& ggota merupakan pendapatan utama Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan
yang digunakan terutama bagi penyelenggaraan operasional rutin organisasi dan
selebihnya dimanfaatkan untuk pengembangan anggota dan organisasi tingkat
Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan.

(5) Penetapan besaran dan pembagian iuran anggota ditentukan berdasarkan keputusan
Rakernas.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang uang pangkal dan iuran diatur dalam Peraturan
Organisasi.

pengembangan,o i tihgkat @
(3) luran ang§% pun a % Pengurus Nasional yang akan diatur dalam
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Pasal 28
Pembukuan

(1) Tahun fiskal pembukuan organisasi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada
tanggal 31 Desember.

(2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai «Lfg/q\éan
norma-norma akuntansi yang berlaku. %

(3) Laporan keuangan organisasi yang disampaikan pada setiap M @ v /Musper
dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dlsampalk de kepengurusan
selanjutnya.

Pasal @\‘

Peng
(1) Pengurus NaS|onaI/Provm5|/ rwak|I anggung jawab atas seluruh
kekayaan organisasi_y a dal aan dan kewenangan selama masa

periode kepeng

(2) Keputu emmdahk Qmenggadalkan atau menjaminkan baik benda
% [

berger enda tidak bergerak harus diputuskan dalam rapat Pengurus dan
dikukuhkan oleh:
a. Rakernas untuk kekayaan organisasi di tingkat kepengurusan Nasional, Provinsi,
Wilayah dan Perwakilan.
b. Rakerprov dan atau Pengurus Nasional untuk kekayaan organisasi di tingkat Provinsi
dan Wilayah.

(3) Organisasi melalui kewenangan Munas/Musprov/Muswil/Musper dapat membentuk
perangkat organisasi untuk mengurus berbagai aset organisasi dan melakukan upaya yang
sah bagi kepentingan organisasi, diatur dengan ketentuan organisasi serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perangkat organisasi atau yayasan yang dibentuk bertanggungjawab kepada Ketua Umum
di tingkat Nasional atau Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang membentuknya,
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dan kegiatannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus yang
bersangkutan pada rakernas.

BAB VI
DEWAN ARSITEK INDONESIA

Pasal 30 b
Dewan Arsitek Indonesia @%%

(1) 1Al bertanggungjawab menjaga tugas dan fungsi Dewan ArS| lS|a dalam hal

penyelenggaraan keprofesian arsitek di Indonesia;

(2) 1Al bertanggungjawab menjaga independensi dan n&@ ewan Arsitek Indonesia.

(2) Penyelenggaraan RAKERNAS yang bertujuan untuk melakukan perubahan Anggaran
Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui undangan dengan mencantumkan
maksud acara tersebut dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada seluruh
Provinsi dan Wilayah.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 32
Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Not '%;%&ee
Nio, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga IAl telah mengalami peruba %% a kali,

meliputi: @
(9) Perubahan pertama kali, disahkan pada Rapat An @@al 20 September 1974, di
Jakarta.

(10)Perubahan kedua, disahkan pada Mus%%onal (@\%IV IAl tanggal 26 Juni

1987, di Jakarta.

(11)Perubahan ketiga, disahka yawara %il (MUNAS) V IAl tanggal 16

September 1989, di Jakarta

(12)Perubahan ke @wkan pagda h Nasional (MUNAS) VI IAl tanggal 18
Septembe 1% emara%%?

(13)Pe ima, disahkanYpada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII IAl tanggal 7
Des 1996, di Bali.

(14)Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IX 1Al tanggal 17
September 1999, di Bandung.

(15)Perubahan ketujuh, disahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAl tanggal 30
Januari 2016 di Kupang.

(16)Perubahan kedelapan, disahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAl tanggal 25
Februari 2018 di Surabaya.
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